SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN

Menimbang:

Mengingat :

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika
perkembangan pengadaan barang dan/atau jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diubah;
bahwa untuk menjadi landasan dan menjamin kepastian
hukum dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan
suatu pengaturan;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan  Perubahan atas Peraturan  Bupati
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat
Kesehatan Masyarakat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);



Menetapkan:

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6687);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2024 Nomor 779), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah unit pelaksana teknis bersifat
khusus yang memberikan layanan secara profesional
untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD dan/atau
Kepala Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional
BLUD.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa
adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang
dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan
BLUD yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak
terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-
lain pendapatan BLUD yang sah diluar pendapatan
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun melalui penyedia barang dan/atau jasa.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat
Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
pada BLUD yang diangkat oleh Pimpinan BLUD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja
perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk
untuk melaksanakan penunjukan langsung,
pengadaan langsung dan e-purchasing ke penyedia
barang dan/atau jasa di lingkungan BLUD yang
ditetapkan oleh Pimpinan BLUD atau pejabat lain.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola
pemilihan penyedia.

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha
atau orang perorangan yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa
lainnya.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, diperbaiki, digunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Secara Mendesak
dan bersifat darurat adalah pengadaan yang
dilaksanakan dengan segera atau secepatnya sesuai
kebutuhan.



2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersumber
dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan
Barang dan/atau Jasa pemerintah.

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersumber
dari:

jasa layanan;

hibah tidak terikat;

hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah,

diberikan  Fleksibilitas berupa pembebasan

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan dan/atau PPK/PPTK BLUD RSUD dan
Puskesmas.

a0 o

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa
dilaksanakan berdasarkan standar operasional
prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan
BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa.

(3) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
dilakukan oleh PPK atau PPTK BLUD, Pejabat
Pengadaan dan Pokja Pemilihan yang dibentuk oleh
Pimpinan BLUD.

(4) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sebagai KPA.

(5) Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan minimal
telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa dibuktikan dengan = sertifikat
Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau pernah
terlibat langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS
Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
NOMOR781

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAS AN M., SH., MH.
Pembina
NIP. 198306042014041001







